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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipi! dan petunjuk
pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemcrintah Nomor
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201C
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebuluhan pengelolaan
kepegawaian Provinsi Daerah Khusus I|bukota Jakarta, peraluran
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a periu
dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme
Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana teiah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemarintahan Prcvinsi
Daerah Khusus Ibukoia Jakarta cebagai |Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonasia;

Undang-Undang Nomacr 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perurdang-undangan;



Menetapkan :

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

T

2

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus |Ibukota Jakarta.

Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta.
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12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20.

21.

22.
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. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan

Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus |Ibukota Jakarta,
termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan
Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk
kasus tertentu.

Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas
memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan/atau
Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari
Inspektur Provinsi Daerah Khusus I|bukota Jakarta, Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta serta Pejabat lain yang ditunjuk.

Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Pelanggaran disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.

Upaya administrasi adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS
yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya
berupa keberatan atau banding administratif.

Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin.

Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari Atasan
langsung.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi
wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.



(1)

(2)

(3)

(1)

BAB Il
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 2
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
¢. hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari :

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
pembebasan dari jabatan;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS; dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

aooo
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Bagian Kedua
Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 3
PNS dijatuhi hukuman disiplin karena :

a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

b. terbukti paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun tidak
mengikuti upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah tanpa
keterangan;

c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi
mendadak; dan

d. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

(4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 4

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

BAB IlI
MEKANISME PENYELESAIAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan
Pasal 5

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut
dan tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan.

(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ada maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

(3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa
tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada
pemanggilan pertama.

(5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Il huruf a Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Gubernur dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi
wewenang Gubernur sebagai atasan langsungnya.



(2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang
lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

(3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran |l huruf b Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung waijib
memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin.

(2) Pada saat melakukan pemeriksaan, atasan langsung dapat didampingi
oleh pejabat lain di lingkungannya.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan
pelanggaran disiplin PNS.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertutup dan bersifat rahasia, serta hasilnya harus dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa
dan PNS yang diperiksa.

(5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran |l huruf ¢ Peraturan
Gubernur ini.

(6) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan
kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS
yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang
bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara
Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan
Kepala BKD, dengan surat yang bersifat rahasia.

(7) Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il huruf d Peraturan Gubernur ini.

(8) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan
dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan
keterangan yang lengkap dan objektif.

Pasal 8

(1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS vyang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh
atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
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(3)

(4)

(1)

(3)

(1)

(2)

(4)

(1)

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ada maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh
Pejabat yang lebih tinggi.

Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ll Peraturan Gubernur ini.

PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya wajib masuk
kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 9

PNS vyang terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin
berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan hanya dapat dijatuhi
1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat.

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang
sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman
disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang
dilakukan dalam tahun berbeda.

Pasal 10

Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan
hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah
berakhirnya pemeriksaan.

Pejabat yang lebih tinggi yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja
sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dari atasan langsung PNS
yang bersangkutan atau sejak berakhirmya pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah dapat meminta masukan dan
saran kepada Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam penjatuhan
hukuman disiplin yang menjadi kewenangannya.

Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 11

Penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam keputusan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a sampai dengan
huruf k Peraturan Gubernur ini.



(2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala
BKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan penjatuhan
hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.

(3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir
menerima keputusan hukuman disiplin.

(4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

(5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
Pasal 12
Alur penyelesaian kasus pelanggaran disiplin adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
BAB IV
TIM PEMERIKSA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

(1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan
berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Gubernur dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Pejabat Eselon | atau Pejabat Eselon Il meskipun
ancaman hukumannya ringan.

(4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin adalah Pejabat Eselon Ill; dan

b. Kepala SKPD apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin adalah Pejabat Eselon |V, Pejabat Eselon V dan Staf.

(5) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah
dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan
Pasal 14
(1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur terdiri dari :
unsur Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

a.
b. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
d. pejabat lain yang ditunjuk.



(2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah atau
Kepala SKPD terdiri dari :

unsur pengawasan;

unsur kepegawaian;

atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
pejabat lain yang ditunjuk.

apow

(3) Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota.

(4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang
ditangani tidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh
Pejabat yang lebih tinggi.

(5) Keanggotaan Tim Pemeriksa tidak dapat diwakilkan dan tidak ditetapkan
Pejabat Pelaksana Harian (Plh).

(6) Tim Pemeriksa bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan dengan
selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh PNS yang tersebut.

(7) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Kerja
Paragraf Satu
Panggilan
Pasal 15

(1) Ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
diterbitkannya keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa.

(2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat panggilan yang
ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf Kedua
Pemeriksaan
Pasal 16

(1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan
paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa.

(2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam
hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan
berdasarkan suara terbanyak.
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Paragraf Ketiga
Hasil Pemeriksaan
Pasal 17

(1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
gan d’i(tandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang
iperiksa.

(2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa
pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai :

a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;

b. latar belakang pelanggaran disiplin dan sikap batin PNS yang
diperiksa;

c. jenis hukuman disiplin; dan

d. pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan
tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepala BKD.

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat
“RAHASIA".

Pasal 18

(1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan
atasan langsung atau sumber lain.

(2) Tim Pemeriksa dagat memanggil dan/atau meminta keterangan dari
atasan Ianﬁsung, NS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,
dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BAB V
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 19
(1) Upaya administratif terdiri dari :

a. keberatan; dan
b. banding administratif.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13 huruf a merupakan
upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

(3) BandingL administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1‘:2 huruf b
merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

(4) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Gubernur berupa jenis hukuman
disiplin :
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;

3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
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penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu? tahun;

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 {satu) tahun;
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah; dan

pembebasan dari jabatan.

© o~NOOM

b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administrasi,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipl_il dan Peraturan Kepala Badan
KePegawalan Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nomor 108 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan

Eulfu‘r(nan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
erlaku.

Pasal 21
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 145
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Lampiran |

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

PEJABAT YANG
NO MENJATUHKAN KEPADA JENIS HUKUMAN
HUKUMAN DISIPLIN
1 | Gubernur sebagai 1) Semua jenis Hukuman disiplin
Pejabat Pembina ringan;
Kepegawaian Pejabat Struktural 2) g:drr;t:‘z er:'s: Hukuman disiplin
Fsdion | 3) Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (figa) tahun.
1) Semua jenis Hukuman disiplin
ringan;
Fungsional tertentu 2 S:dn;l;?z':: FRIRUER SP
Janangratans 3) Semua jenis hukuman disiplin

berat.

Fungsional umum
golongan ruang IV/d dan
golongan ruang IV/e

1) Semua jenis Hukuman disiplin

ringan;

2) Semua jenis Hukuman disiplin

sedang; dan

3) Hukuman disiplin berat, untuk jenis

hukuman:

a. Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;

b. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;

c. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS

1 a. Pejabat Struktural

Eselon Il
b. Fungsional tertentu

1)

Semua jenis Hukuman disiplin
sedang; dan

jenjang Madya dan 2) bS:gtua jenis hukuman disiplin
Penyelia ’
1) Semua jenis hukuman disiplin
sedang
2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis

Fungsional umum
golongan ruang IV/a s.d.
golongan ruang IV/c

hukuman:

a. Penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;

b. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan

c. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS




PEJABAT YANG
NO MENJATUHKAN KEPADA JENIS HUKUMAN
HUKUMAN DISIPLIN
- Etruktural egmon i 1) Penurunan pangkat setingkat lebih
e bawah, dan "
3 rendah selama 1 (satu) tahun; dan
b Pungstensl fertanty 2) Semua jenis hukuman disiplin
jenjang muda dan Kot
penyelia ke bawah
i 1) Penurunan pangkat setingkat lebih
4 rendah selama 1 (satu) tahun;
2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis
hukuman:
Fungsional umum a. Pel_'nurunan pangkat setlpgkat
golongan ruang lll/d ke It(;?]rl:\nr.endah selama 3 (liga)
bawah b. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;dan
c. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS
2 | Pejabat Struktural PNS yang a. Struktural Eselon Il
Eselon | menduduki b. Fungsional tertentu
jabatan & J:::IZ:?O::ICLY;::" Semua jenis hukuman disiplin ringan
gol. Ruang IV/a s.d.
gol. Ruang IV/c
a. Struktural eselon Il
fungsmnal srmity 1) Penundaan kenaikan gaji berkala
jenjang muda dan >
it selama 1 (satu) tahun; dan
& g FOLA, 2) Penundaan kenaikan pangkat
. Fungsional umum
gol. Ruang IIl/b s.d. selama 1 (satu) tahun.
gol. Ruang lll/d
3 | Pejabat Struktural Struktural Eselon IlI;
Eselon Il Fungsional tertentu
jenjang muda dan
penyelia; dan Semua jenis hukuman disiplin ringan
Fungsional umum
gol. Ruang lll/fc dan
gol. Ruang lil/d
a. Struktural eselon IV;
| b. Fungsional tertentu
jenjang pertamadan | 1) Penundaan kenaikan gaji berkala
pelaksana lanjutan; selama 1 (satu) tahun; dan
; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat
| c. Fungsional umum selama 1 (satu) tahun.
gol. Ruang ll/ic s.d
S e gol. Ruang lll/b
4 | Pejabat Struktural PNS yang a. Struktural eselon IV;
Eselon Il menduduki b. Fungsional tertentu
jabatan jenjang Pertama dan

Pelaksana Lanjutan;
dan

¢. Fungsional umum
gol. Ruang llfc s.d.
gol. Ruang lll/b

Semua jenis hukuman disiplin ringan

a. Struktural Eselon V;

b. Fungsional tertentu
jenjang Pelaksana
dan Pelaksana
Pemula; dan

¢. Fungsional umum
gol. Ruang Il/a dan

__gol. Ruang II/b

1) Penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun; dan

2) Penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun.




PEJABAT YANG
NO MENJATUHKAN KEPADA JENIS HUKUMAN
HUKUMAN DISIPLIN
5 | Pejabat Struktual a. Struktural Eselon V;
Eselon IV dan pejabat b. Fungsional tertentu
yang setara jenjang Pelaksana
gi%ig?;;ina Semua jenis hukuman disiplin ringan
c. Fungsional umum
‘ gol. Ruang ll/a dan
gol. Ruang lI/b
; 1) Penundaan kenaikan gaji berkala
;tg?‘z?;;als‘gm;g: gal. selama 1 (satu) tahun; dan
Ruang I/d R 2) Penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun.
6 | Pejabat Struktural PNS yang Fungsional umum gol.
Eselon V dan pejabat | menduduki Ruang I/a s.d. gol Semua jenis hukuman disiplin ringan
yang setara jabatan Ruang I/d




Lampiran ||

a. Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/1I*)
NOMOR : ..o

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama
NIP
Pangkat

...........................................................................

Jabatan

UnitKema @ = e resassiss e sassbansatons
untuk menghadap kepada

Nama

NIP

Pangkat

JADA AN e e

pada
Hari

Tanggal

A v B e e e

Tempat B s TS R, o I s e T SR

untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

....................................................................................... )

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Tembusan Yth :

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



b. Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

- - 3 \-"r
RLE XN

—
vy,
Ly

Gubermur Provinsi Daerah Khusus

Tbukota Jakarta
RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMORT: cavmmmanansissivnsismammsmss
1. Diperintahkan kepada :
NallE 000 s nara s e e A A
MIET e e A A R e
PAGiAE. =000 vseivessieaemicerenemiissed e i s s et S st ok o
JABAAN @000 b sismsdemiannmmin e e
UNIt KBTI e st st as s e aa s e entaeern
untuk melakukan pemeriksaan terhadap
MAME8 =000 D mamercmeisisesmsessssses riiv s it
MIB ¥t e e e A S e s R A RS
Pangkat o b S bR 4 SO RS S R  sA S SenE
Jabatan S e S e S T e T
Unit Kerja TR TR TSR
pada
Hari e A A S A
Tanggal i i e SR S S S b
Jam T ki e R e A A S ST
Tempat T T e s e s
Karena yang bersangkutan diduga melanggar
TSN s cocsmminonssemsns s o A e b R s AT E AT I S et e asins )

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

*) Coret yang tidak periu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan



c. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......... tanggal ......... bulan ......... saya/Tim Pemeriksa®).

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

...........................................................................
...........................................................................

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*)
pemeriksaan terhadap:

.......................... telah melakukan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....
angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan:

1. Jawaban:

2. Pertanyaan:

2. Jawaban:

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



d. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada
YH: coosumuamssm
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ........ tanggal .......... bulan

........ tahun ........, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama
NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

..........................................................................

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS tersebut diatas merupakan kewenangan

vlrd:).

Sehubungan dengan hal tersebut,
disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai

bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

Tembusan Yth :

*) Coret yang tidak perlu
**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum



Lampiran llI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

KESATU

RAHASIA

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr. ...........

NIP/NRK........... PANGKAT/GOLONGAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.......................................................... 3

bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ..., atas
dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka ... huruf ... yang ancaman
hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan
................ *) tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada
2 | N [ ] |5 SO ——— Pangkat/Golongan Ruang

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN . .. *) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

KEPADA Sdr .....NIP/NRK ... PANGKAT/ GOLONGAN RUANG...

Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama
NIP

Pangkat S erayen R T s e eSS e SR
Jabatan L
Unit Kerja L T m—

terhitung mulai tanggal .............. sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin,
karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan

Pasal .

.. angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



KEDUA . Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana
tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. ......cccvveenne tersebut tetap diberikan hak-
hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... somamnaimssis
padatanggal . .oucunaviuases

........................................................ 8|
NAMA oo
MBI it oy
diterima tanggal ........ccccceevnnne
NAMA ..ot enesseae e e
NI cescassunusimsnamices

2. Pejabat lain yang dianggap periu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.



Lampiran IV

A. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

RAHASIA
KEPUTUSAN. ... oo mporsmissresosupmmssmsnmni )
NOMOR...c.commmsemssissstass

TENTANG

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan

BOMHDE . . com i ssmpssanimavsanssaveseiiisd ;

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka

... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢

dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Teguran Lisan;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

BEPLITMSAN: <ot s *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN
LISAN KEPADA Sdr.......... NIP/NRK......... PANGKAT/GOLONGAN RUANG..........



KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :
BERE 0 eseersset st et B s
NIE b csccssascesusasesasseastcsodism i
PGB = asmsssasmessnaneieenine e sk
JEBIAN 300000 § et B i s ST RGeS
UnRKera: = 2 csswisssmuneisvsnissnde st
karena yang bersangkutan pada tanggal ...........cccccceeeeee telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ......ccccciviveciieieicieie,
....................................................... i)
NAMA L e
NIP

Tembusan Yth :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



b. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA Sdr

RAHASIA

TENTANG

NIP/NRK............. PANGKAT/GOLONGAN RUANG..............

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan

berupa ..o 2

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...

huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢

dan huruf d perlu menetapkan Keputusan ............... *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr................ NIP/NRK.......cccoeeuie. Pangkat/Golongan
Ruang......... -

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN .....cccocveeee *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN
TERTULIS KEPADA Sdr.i... NIP/NRK............... PANGKAT/GOLONGAN



KESATU

KEDUA

Tembusan Yth :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja i SN N A i VA B S VA R e S SdSe

karena yang bersangkutan pada tanggal ..........cccccevennn. telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .......cccoeeveeeeeeiiieireeeen

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap periu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



c. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Sdr....... NIP/NRK............ PANGKAT/GOLONGAN RUANG

...............

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan
BEIURA iovuvisnssvsiss asmamastatssssse :

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka
... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

.............................................................................................................

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan .............. ") tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr................ NIP/NRK ............
Pangkat/Golongan Ruang......... :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tzhun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  ..ocucomcossimsmns *) TETANG PENJATUHAN HUKUMAN  DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA Sdr.



KESATU

KEDUA

Tembusan Yth :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal .........ccccceeenen. telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ........cccceeeeiiiieniiieicc

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



d. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. ......... NIP/NRK............. PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan

DB oo e mepmsims s :

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf

¢, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan ............... *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr...............
NIP/NRK......ccevreenecene Pangkat/Golongan Ruang.......... :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indoresia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN ..................") TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN
KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.



KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu)
Tahun kepada :

Nama S rr e A I e I (R T S S ST AR
NIP - e VRTINS —— o o
Pangkat R e S e S S SR T e
Jabatan s e R B e R S e
Unit Kerja SRS Sy oS DRSS S S PP U S STPEEES
karena yang bersangkutan pada tanggal ...........c.......... telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
KEDUA 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang
bersangkutan menerima keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta

pada tengagal . caasnenananemamis
....................................................... o)
L e RS
IR e e et
Diterimatanggal .........cceeeeneeen.
NAMBL i R s
NPT s o

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur



e. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT

SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. ......... NIP/NRK............. PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan
BErUPA s mnmviiss rsmrsimmmms :
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...

huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢

dan huruf d perlu menetapkan Keputusan .................. *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr.................
NIPINRK ..o Pangkat/Golongan Ruang.......... ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN .......ccccconnne *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN
KENAIKAN  PANGKAT  SELAMA 1 (SATU)  TAHUN KEPADA  Sdr.
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KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu)
Tahun kepada :

Nama R e SR B R SR A SR R
L T —r—
Pangkat A S S e A R R S
Jabatan A e T S M s TS e S S
Unit Kerja .
karena yang bersangkutan pada tanggal ...........cccccoeenns telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*)/Apabila tidak ada keberatan, maka

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang
bersangkutan menerima keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...vssmsmasmnms
....................................................... &
NAMA Lot
NP csrumsgmmmsnsms s
Diterima tanggal ..........ccccvveenn.
NAMA v s
N i e e B e senve e

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur



Tahun
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Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)

RAHASIA
KEPLEFUSAN ..cocvcammmmmaimimiies *)
NOMOR cccomsismsrssscssi
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr. ......... NIPINRK. -c.ccommie PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
-

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan berupa

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ...
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan ............cccceu. *) tentang Penjatuhann Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr................... NIP/NRK...............
Pangkat/Golongan Ruang.......... 3

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus [bukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN .....ccocccvinanas ") TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN
PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)
Tahun kepada :

Nama

Pangkat O R
Jabatan :

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ....................... telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Diterima tanggal

NAMA ...
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Terhitung mulai tanggal 1 bulan .... tahun .... pangkat Sdr. ..... diturunkan dari pangkat .... golongan
ruang .... menjadi pangkat ... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ...
pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

Terhitung mulai tanggal 1 bulan .... tahun .... sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji
pokok S&dr. ............. diturunkan dar Rp. .cciiiiiienne Gasnana) mamad B wososimnis
(+eeresuesserseseenennena jd@n terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun .... gaji pokoknya dikembalikan pad
gaji pokok semula.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan®)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan
ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ......cocceveeeiieneicieeaeenes

NP s

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap periu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur
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g. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)
Tahun
RAHASIA
KEPUTUSAN cicicmnimmmamsmaiog )
NOMOR sessessismmagisss
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr. ......... NIP/NRK............. PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
........................................................ *)
Menimbang . bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ............. telah melakukan perbuatan berupa
. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ...
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan..........ccovenn. *) tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (liga) Tahun kepada Sdr..................... NIP/NRK..............
Pangkat/Golongan Ruang........... :
Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentany Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KEPUTUSAN .....cccovnueen *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA  Sdr.
......... NIP/NRK.............PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)

Tahun kepada :
Nama

MIE' ¢ A s s e
Pangkat i e R RN S Sy R
Jabatan B ot s e G S sSEs s
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ..........ccccoeueeeee. telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Terhitung mulai tanggal 1 bulan .... tahun .... pangkat Sdr. ..... diturunkan dari pangkat .... golongan
ruang ... menjadi pangkat ... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun ....
pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

Terhitung mulai tanggal 1 bulan .... tahun .... sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji
pokok: Sdf.. s diturunkan dar Rp. ..ccceeiieenne. (ostiisesnnena) mENEALEH BP: s
(enrmsmesssnsuissnsss )dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ... tahun .... gaji pokoknya dikembalikan pad
gaji pokok semula.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan®)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan
ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan ini.**)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .......cceeevereeecinreneeenrnens

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap periu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur
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h. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih
Rendah

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN
SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr. ......... NIP/NRK............. PANGKAT/GOLONGAN

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan
DORIPDA oviisenssasasimsassusssivsusiis 3

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan................... *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada
SR - ceenestmpmnsmmaras NIP/NRK.....ccooeeiiinns Pangkat/Golongan Ruang.......... :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana tslah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ¢ KEPUTUSAN aocosases *)  TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN  DISIPLIN
PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
KEPADA Sdr. ......... NIPINRK. ciosses0e PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........



KESATU

KEDUA

KETIGA
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama

NIP

Pangkat RS B R o

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ...........cccoeuvuene. telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal ...

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



Menimbang

Mengingat

Menetapkan
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Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr.

. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan
BERIBE vt St :

. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan................ *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Sdr............ccccceeienne NIPMNRS s
Pangkat/Golongan Ruang......... :

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  .....cccemeimicim *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr.
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KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan ...
kepada :
N * 2 Sarmivca-ees s i e
NI 0 et s s S e
Pangkat @ ===  ascsssnrsinsmaina s e s s
JABAAR 00000 fccsssssisneinmsssimsiene s s
Unitiaria: = == = = 3 uscoasssisseainasmmvmmisiiiaiimomisiairaiveii
karena yang bersangkutan pada tanggal .........cc.cccccee. telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ......osasasisisansssiisang
....................................................... i)
NAMBA ssismsasisivmmssismmmsmg
1| e e Ny
Diterima tanggal ...........ccccoeee.
NAMA ..coiiiiiesimmeimmseiismiisss
NIP

Tembusan Yth :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
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j. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr. ......... NIP/NRK

.............

PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan

DO 55 cis i ssmimnssssms isnssmesesoss 4

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...

huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal

dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢

dan huruf d perlu menetapkan Keputusan................ *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil kepada Sdr.........c.cccecnniae. NIPNRK.........cocomiiminiios Pangkat/Golongan

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Noemor 43 Tahun 1999;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN ..o, *)  TENTANG  PENJATUHAN  HUKUMAN  DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr................. NIP/NRK........c............. PANGKAT/

GOLONGAN RUANG.........
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama
NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ........ccccceninnn telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima
belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .......ccoeeeeeiieiniemrenrerinnnnnn.

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan
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k. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil

RAHASIA

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEPADA Sdr.......... MNIPINREL . cccicisnnd PANGKAT/GOLONGAN RUANG.........

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .............. telah melakukan perbuatan
DOMIPA :mvisamvismsismsasssissg :

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan.................. *) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
L2 1R . NIP/NRK ......ccovviveianne Pangkat/Golongan Ruang....... 3

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KERPUTUSAN cosvsms *) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA Sdr. ...... NIP/NRK........ PANGKAT/GOLONGAN RUANG.......
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal ...........cccccueennee telah melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima
belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .........cccevieeniiiinrecienannnns

Diterima tanggal ..........ccceveens

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan



Lampiran V

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

RAHASIA
Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama
NIP
Pangkat

Jabatan

pada
Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Untuk menerima Keputusan ................ Nomor s tanggal .............. tentang penjatuhan

hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Tembusan, Yth :

Lo ssvsms e
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.



Lampiran VI

ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

ATASAN DARI
PEJABAT YANG
PNS ATASAN LANGSUNG | BERWENANG P ERWENANG. | TIM PEMERIKSA REPTLSAN [N
MENGHUKUM
MENGHUKUM
Dugaan
pelanggaran
Memanggil 2
1 secara tertulis,
. memeriksa,
= BAP
l 2.9 Berdasarkan B )
z BAP,LHP dan 3
Laporan hasil apabila
pemeriksaan diperukan
(LHP) meminta K t
keterangan dari eputusan
' orang lain 4
! Memeriksa hu,k':] m_an
S| A —— . S Ly BAP disiplin
LHP
Berdasarkan 5 \
BAP dan LHP b ( -
Menjatuhkan  J-f=-----=======-===-=sqesseooon.s 6 A
. hukdis S —. | ..
menerima
X ;
keberatan / SK
r 8 Membatalkan/ 9 ;lnl';}l(gﬁ
menguatkan Mengikat




Keterangan :

PNS yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara patut dan tertulis oleh atasan langsung. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari kerja, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak langgal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya, apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung
waijib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.

Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan hasil pemeriksaannya
tersebut kepada Pejabat yang berwenang menghukum.

Berdasarkan BAP dan LHP, Pejabat yang berwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin atau meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat
membentuk tim pemeriksa.
Tim pemeriksa bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan
kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum.
Berdasarkan BAP dan LHP tim pemeriksa, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan keputusan hukuman disiplin.
Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan
ditetapkan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan secara terlulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan
keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada satuan unit kerja. Keberatan tersebut sudah harus diajukan
dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam
jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima sural keberatan.

Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan,
memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

i + SIS T P N e




Lémpiran Vi

SURAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR
1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .........ccccoiiiiiiiinnnn.
||, pangkat .........ccccociiiiiiiiiiienaes jabatan ........cccoeeiieen maka perlu

dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu
membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Atasan langsung

Nama e T e T
NIP T T
Pangkat R
Jabatan A S ————

b. Unsur pengawasan

Nama R T N, e
NIP =
Pangkat G v P e e S I
Jabatan N I

c. Unsur kepegawaian

Nama B e R R T e S P
NIP P R = A
Pangkat T TS—————
Jabatan P ———

d. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama SRR TR SRS R AT R SR
NIP e R R e B eAa e
Pangkat T S e .
Jabatan e

Tembusan :

*) Coret yang tidak periu



NO.

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

URAIAN SUB INDIKATOR

TEKNIK PENILAIAN

SKOI

cepat dan tepat

Tidak terjadi kekeliruan/kesalahan yang membuat
proses pelayanan menjadi lebih lama dan/atau
bahkan merugikan

kesigapan petugas dalam melaksanakan
pekerjaannya.

2.7 Kelengkapan dan
Pendayagunaan Sarana

Sarana didayagunakan tidak
secara optimal

Daftar inventaris menunjukkan bahwa sarana
pelayanan cukup lengkap sesuai dengan jenis dan
komponen pelayanan yang ada,

Lebih dari 50% sarana yang ada di dalam daftar
tidak didayagunakan.

Meminta copy Daftar Inventaris sarana
pelayanan,

Memeriksa kesesuaian Daftar Inventaris
dengan sarana yang ada dan digunakan
dalam pelayanan

Memeriksa gudang/ tempat penyimpanan
sarana pelayanan

Sarana sebagian besar sudah
didayagunakan secara optimal

Daftar inventaris menunjukkan bahwa sarana
pelayanan cukup lengkap sesuai dengan jenis dan
komponen pelayanan yang ada,

Kurang dari 50% sarana yang ada di dalam daftar
tidak didayagunakan.

Meminta copy Daftar Inventaris sarana
pelayanan,

Memeriksa kesesuaian Daftar Inventaris
dengan sarana yang ada dan digunakan
dalam pelayanan

Memeriksa gudang/ tempat penyimpanan
sarana pelayanan

50

Semua sarana didayagunakan
secara optimal

Daftar inventaris menunjukkan bahwa sarana
pelayanan cukup lengkap sesuai dengan jenis dan
komponen pelayanan yang ada,
90% sarana yang ada di
didayagunakan.

dalam daftar

Meminta copy Daftar Inventaris sarana
pelayanan,

Memeriksa kesesuaian Daftar Inventaris
dengan sarana yang ada dan digunakan
dalam pelayanan

Memeriksa gudang/ tempat penyimpanan
sarana pelayanan

100

2.8 Kenyamanan Sarana
pelayanan

Sarana  pelayanan kurang
efektif, kurang bersih, kurang
terawat sehingga mengganggu
kenyamanan

Sebagian sarana yang tersedia sudah ada yang
rusak vingan tetapi tidak diperbaiki,

Kelengkapan sarana pelayanan tidak
memungkinkan kenyamanan pelayanan (tempat
parkir, ruang tunggu, toilet, pengeras suara, dll)
Penataan ruangan tidak mencerminkan ruangan
pelayanan yang nyaman

Meminta copy Daftar Inventaris sarana
pelayanan,

Mengobservasi tata letak ruang pelayanan
dan kelengkapannya

Sarana pelayanan cukup efektif,
cukup bersih, cukup terawat
sehingga cukup nyaman

Sarana yang rusak segera diperbaiki,
Kelengkapan sarana pelayanan
memberikan kenyamanan pelayanan

cukup
(tempat

Meminta copy Daftar Inventaris sarana
pelayanan,
Mengobservasi tata letak ruang pelayanan

50




NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKOI
parkir, ruang tunggu, toilet, pengeras suara, dll) dan kelengkapannya
3. Penataan ruangan cukup baik untuk menciptakan
kenyamanan
Sarana  pelayanan  efektif, | 1. Sarana tidak ada yang rusak, *» Meminta copy Daftar Inventaris sarana | 100
bersih, terawat sehingga | 2. Kelengkapan sarana pelayanan memberikan pelayanan,
nyaman kenyamanan pelayanan (tempat parkir, ruang |« Mengobservasi tata letak ruang pelayanan
tunggu, toilet, pengeras suara, dll) dan kelengkapannya
3. Penataan ruangan mempertimbangkan alur
pelayanan sehingga menciptakan kenyamanan
2.9 Sarana Pengaduan Tidak ada sarana pengaduan Tidak tersedia sarana yang memungkinkan para | Mengamati lingkungan unit pelayanan tentang 0
pengguna pelayanan dengan mudah menyampaikan | keberadaan Kotak Pengaduan atau Kotak
Pengaduan atau Saran. Saran.
Ada beberapa sarana |1. Ada beberapa sarana pengaduan (Kotak | Mengamati isi Sarana Pengaduan (isi Kotak | 50
pengaduan (Kotak pengaduan, pengaduan, loket pengaduan, telepon /sms, email | pengaduan, rekaman telepon tol, email dan
loket pengaduan, telepon tol, dan lainnya) tetapi tidak berfungsi dengan baik lainnya)
email dan lainnya) tetapi tidak | 2. Tidak tersedia sarana bantu (formulir dan alat tulis)
berfungsi dengan baik yang memudahkan para pengguna pelayanan
menyampaikan Pengaduan atau Saran,
3. Para petugas tidak peduli
Ada beberapa sarana | 1. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket | Mengamati isi Sarana Pengaduan (isi Kotak | 100
pengaduan (Kotak pengaduan, pengaduan, telepon/sms, email dan lainnya) | pengaduan, rekaman telepon/sms, email dan
loket pengaduan, telepon tol, berfungsi dengan baik lainnya)
email dan lainnya) dan berfungsi | 2. Tersedia sarana bantu (formulir dan zalat tulis) yang
dengan baik memudahkan para pengguna pelayanan
menyampaikan Pengaduan atau Saran,
3. Para petugas mendorong dan membantu para
pengguna layanan memanfaatkan  sarana
pengaduan
3. | Bidang Kesehatan
Bobot 10 %
3.1 Pelaksanaan tupoksi di Camat tidak melaksanakan |1. Tidak ada prioritas dan sasaran pelaksanaan |e Cek dokuman RKA dan DPA
bidang Kesehatan tugas pokok dan fungsinya di upaya kesehatan masyarakat di  wilayah |« Wawancara dengan Ka. Puskesmas
bidang kesehatan Kecamatan Kecamatan
2. koordinasi dengan Puskesmas Kecamatan tidak




NO.

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

URAIAN SUB INDIKATOR

TEKNIK PENILAIAN

SKOI

terjalin dengan baik

3. Tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan masyarakat (sosialisasi, edukasi dan
fasilitasi)
Camat melaksanakan sebagian [1. Camat menetapkan prioritas dan sasaran, Cek dokuman RKA dan DPA
tugas pokok dan fungsinya di mengawasi, mengendalikan pelaksanaan upaya Wawancara dengan Ka. Puskesmas
bidang kesehatan kesehatan masyarakat Kecamatan
2. Melakukan koordinasi dengan  Puskesmas
Kecamatan, namun tidak rutin (berkala)
3. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan masyarakat (sosialisasi, edukasi dan
fasilitasi)
Camat melaksanakan tugas [1. Camat menetapkan prioritas dan sasaran, Cek dokuman RKA dan DPA
pokok dan fungsinya di bidang mengawasi, mengendalikan pelaksanaan upaya Wawancara dengan Ka. Puskesmas
kesehatan kesehatan masyarakat Kecamatan
2. Melakukan koordinasi dengan  Puskesmas
Kecamatan secara rutin (berkala)
3. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan masyarakat (sosialisasi, edukasi dan
fasilitasi)
3.2 Peran Camat dalam Kurang 1. Camat tidak aktif dalam kegiatan PSN-3M Cek dokuman RKA dan DPA
mem berdayagunakan 2. Tidak ada kerjasama dengan pihak swasta (CSR) Wawancara dengan Ka. Puskesmas
masyarakat dan pihak swasta dalam  penanggulangan masalah kesehatan Kecamatan
dalam bidang kesehatan masyarakat Wawancara dengan  masyarakat  (di
Puskesmas, Posyandu)
Cukup 1. Camat cukup aktif dalam kegiatan PSN-3M (tapi Cek dokuman RKA dan DPA
tidak rutin) Wawancara dengan Ka. Puskesmas
2. Melakukan kerjasaman dengan pihak swasta Kecamatan
dalam penanggulangan masalah kesehatan Wawancara dengan masyarakat  (di
masyarakat Puskesmas, Posyandu)
Baik 1. Camat aktif dalam kegiatan PSN-3M (rutin) Cek dokuman RKA dan DPA
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta (CSR) Wawancara dengan Ka. Puskesmas
dalam penanggulangan masalah kesehatan Kecamatan
masyarakat Wawancara dengan  masyarakat (di

Puskesmas, Posyandu)
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NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKOF
4. | Bidang Ketenteraman dan Ketertiban
Bobot 10 %
4.1 Pemeliharaan Buruk Kurang melakukan fungsi koordinatif dengan Memeriksa copy dokumen terkait 0
ketenteraman dan ketertiban Satgas Pol PP yang ada di Kecamatan Ketenteraman/Ketertiban
masyarakat Tidak membina hubungan baik dengan tokoh- Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP
tokoh agama (Forum Kerukunan antarumat Kecamatan
beragama)
Banyak terjadi kasus kriminal di wilayahnya
Sering terjadi tawuran antar warga / anak sekolah
Cukup Baik Melakukan fungsi koordinatif dengan Satgas Pol Memeriksa copy dokumen terkait 50
PP yang ada di Kecamatan Ketenteraman/Ketertiban
Menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP
(Forum Kerukunan antarumat beragama) Kecamatan
Terdapat kasus kriminal di wilayahnya, namun
tidak dalam jumlah yang massif
Jarang terjadi tawuran antarwarga / anak sekolah
Sangat Baik Proaktif dan partisipatif dalam melakukan Memeriksa copy dokumen terkait 100
koordinasi dengan Satgas Pol PP di Kecamatan Ketenteraman/Ketertiban
Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP
agama (Forum Kerukunan antarumat beragama) Kecamatan
Minim kasus kriminal di wilayahnya
Tidak ada tawuran antarwarga / anak sekolah
4.2 Penegakan Peraturan Kurang Baik Tidak ada upaya preventif menghindari 0
Daerah (Perda) pelanggaran Perda oleh warga masyarakat
Tidak pernan melakukan penertiban terhadap
pelanggaran Perda (seperti: PMKS, jalur hijau,
ketertiban umum, parkir, dll)
Cukup Baik Sesekali melakukan upaya preventif (misalnya: 50

sosialisasi) menghindari pelanggaran Perda oleh
warga masyarakat.

Melakukan penertiban terhadap pelanggaran
Perda (seperti: PMKS, jalur hijau, ketertiban umum,
parkir, dll), namun incidental.
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NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKO
Sangat Baik 1. Sering melakukan upaya preventif (misalnya: . 100
sosialisasi) menghindari pelanggaran Perda oleh
warga masyarakat.
2. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran
Perda (seperti: PMKS, jalur hijau, ketertiban umum,
parkir, dll) secara berkesinambungan.
4.3 Perlindungan masyarakat | Buruk 1. Kurang menaruh perhatian pada perlindungan +« Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP 0
masyarakat Kecamatan
2. Tidak secara aktif menggerakkan masyarakat ¢ Wawancara dengan tokoh masyarakat
dalam menjaga keamanan lingkungannya
3. Tidak siap jika sewaktu-waktu menghadapi terjadi
bencana, baik dari segi peralatan, logistik, maupun
kemampuan aparat dan masyarakat
Cukup Baik 1. Cukup memperhatikan perlindungan masyarakat « Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP 50
2. Cukup aktif menggerakkan masyarakat dalam Kecamatan
menjaga keamanan lingkungannya e Wawancara dengan tokoh masyarakat
3. Cukup siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana Melihat keadaan logistik/peralatan yang
alam/musibah, setidaknya dari segi logistik dan dimiliki untuk menghadapi keadaan darurat
kemampuan aparat dalam memberikan
pertolongan pertama (tanggap darurat)
Sangat Baik 1. Sangat memperhatikan perlindungan masyarakat « Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP 10C
2. Secara aktif menggerakkan masyarakat dalam Kecamatan
menjaga keamanan lingkungannya » Wawancara dengan tokoh masyarakat
3. Siap mengantisipasi kemungkinan bencana + Melihat keadaan logistik/peralatan yang
alam/musibah lainnya, baik dari segi logistik, dimiliki untuk menghadapi keadaan darurat
kemampuan aparat dalam melakukan tanggap
darurat, maupun kesiapan respon masyarakat
5. | Bidang Pembinaan Kelurahan
Bobot 10 %
5.1 Pembinaan Kurang Baik 1. Tidak aktif melakukan koordinasi dengan Para « Wawancara dengan Camat 0

Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kelurahan

Lurah di wilayahnya

Tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan
(dalam bidang aparatur dan administrasi)

Wawancara dengan minimal 50% Lurah
yang ada di Kecamatan tersebut
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NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKC
Cukup Baik Cukup aktif melakukan koordinasi dengan Para Wawancara dengan Camat 50
Lurah di wilayahnya Wawancara dengan minimal 50% Lurah
Melakukan monitoring dan evaluasi yang ada di Kecamatan tersebut
penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan
(dalam bidang aparatur dan administrasi), namun
tidak rutin/periodik.
Sangat Baik Sangat aktif melakukan koordinasi dengan Para Wawancara dengan Camat 10¢
Lurah di wilayahnya Wawancara dengan minimal 50% Lurah
Sering melakukan peninjauan langsung kondisi yang ada di Kecamatan tersebut
lapangan
Melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan
(dalam bidang aparatur dan administrasi) secara
rutin/periodik.
5.2 Pembinaan sosial Kurang Baik Jarang berinteraksi dengan lembaga Wawancara tokoh masyarakat (RT/RW,
kemasyarakatan kemasyarakatan formal dan informal. LMK, Karang Taruna, PKK, dan ormas-
Tidak pernah melakukan pembinaan terhadap ormas)
lembaga kemasyarakatan formal dan informal.
Cukup Baik Berinteraksi dengan lembaga kemasyarakatan e Wawancara tokoh masyarakat (RT/RW,
formal dan informal. LMK, Karang Taruna, PKK, dan ormas-
Jarang melakukan pembinaan terhadap lembaga ormas)
kemasyarakatan formal dan informal.
Sangat Baik Berinteraksi dan berkoordinasi intensif dengan Wawancara tokoh masyarakat (RT/RW,
lembaga kemasyarakatan formal dan informal LMK, Karang Taruna, PKK, dan ormas-
Sering melakukan pembinaan terhadap lembaga ormas)
kemasyarakatan formal dan informal.
6. | Bidang Perekonomian
Bobot 5 %
Tidak memiliki data rinci tentang jumlah orang o Wawancara dengan Camat dan/atau Ka. 0

6.1 Pengentasan Kemiskinan

Tidak peka terhadap kemiskinan

miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) di
wilayahnya

Kegiatan-kegiatan yang ada (selain kebijakan
standar seperti Raskin) tidak berpihak pada
golongan tidak mampu

Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Meminta copy dokumen RKA dan DPA
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NO.

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

URAIAN SUB INDIKATOR

TEKNIK PENILAIAN

SKO

Cukup peka terhadap
kemiskinan

Memiliki data rinci tentang jumlah orang miskin
atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayahnya
Tidak ada kegiatan yang sifatnya memberdayakan
golongan tidak mampu.

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Meminta copy dokumen RKA dan DPA

50

Peka terhadap kemiskinan

Memiliki data valid tentang jumlah orang miskin di
wilayahnya

Berupaya membuat program yang
memberdayakan golongan tidak mampu.

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Meminta copy dokumen RKA dan DPA

100

6.2 Pengembangan UKM

Tidak mendukung
pengembangan UKM

Tidak memiliki data komprehensif tentang UKM,
termasuk industri rumah tangga dan perdagangan
Tidak ada kegiatan yang sifatnya memfasilitasi
pengembangan UKM.

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Perekonomian
Meminta copy dokumen RKA dan DPA

Cukup mendukung
pengembangan UKM

Memiliki data komprehensif tentang UKM,
termasuk industri rumah tangga dan perdagangan
Ada kegiatan yang sifatnya memfasilitasi
pengembangan UKM.

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Perekonomian

Wawancara dengan masyarakat (penggiat
UKM)

Meminta copy dokumen RKA dan DPA

50

Sangat mendukung
pengembangan UKM

Memiliki data komprehensif tentang UKM,
termasuk industri rumah tangga dan perdagangan
Mengoordinasikan kegiatan pengembangan UKM
Mengcordinasikan kegiatan upaya peningkatan
keterampilan masyarakat dalam bidang
perekonomian

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Perekonomian

Wawancara dengan masyarakat (penggiat
UKM)

Meminta copy dokumen RKA dan DPA

10C

6.3 Pengembangan Koperasi

Tidak mendukung
pengembangan Koperasi

Tidak memiliki data komprehensif tentang Koperasi
yang ada di wilayahnya

Tidak melakukan koordinasi dengan Koperasi yang
ada di wilayahnya

Tidak ada kegiatan yang sifatnya memfasilitasi
pengembangan Koperasi

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Perekonomian

Wawancara dengan masyarakat (penggiat
Koperasi)

Meminta copy dokumen RKA dan DPA

Cukup mendukung
pengembangan Koperasi

Memiliki data komprehensif tentang Koperasi yang
ada di wilayahnya

Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
koperasi yang ada di wilayahnya

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.
Seksi Perekonomian

Wawancara dengan masyarakat (penggiat
Koperasi)

Meminta copy dokumen RKA dan DPA

50

Sangat mendukung

Memiliki data komprehensif tentang Koperasi yang

Wawancara dengan Camat dan/atau Ka.

10(




